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BAB 111

PENUTUP
A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan setelah dibahas dalam bab Pembahasan

adalah :

1. Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang antara
Indonesia dengan Singapura dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal
19 ayat (2) Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama
Perempuan dan Anak. Hal tersebut dapat dilaksanakan karena Indonesia
dan Singapura telan meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang
Perdagangan Orang. Berlakunya Konvensi tersebut dapat dijadikan
sebagai dasar hukum bagi kedua negara untuk melaksanakan ekstradisi.
Indonesia yang memiliki aturan hukum berupa UU Ekstradisi dapat
melaksanakan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang dari
Singapura mengacu pada Pasal 39 UU Ekstradisi yakni pelaksanaan
Ekstradisi tanpa ada perjanjian bilateral dengan persetujuan dari Presiden.

2. Pelaksanaan Ekstradisi tanpa adanya perjanjian bilateral dapat berlangsung
dengan cukup rumit karena proses birokrasi yang cukup panjang, yakni :
adanya nota saluran diplomatik, pertimbangan dari Menteri Hukum dan
HAM dan persetujuan Presiden. Hal tersebut merupakan kendala
pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang antara

Indonesia dengan Singapura.
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B. Saran

Sebaiknya Negara Indonesia melaksanakan Konvensi ASEAN
Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak dengan cara
pembaruan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ekstradisi, agar
penindakan pelaku perdagangan orang yang berada di Singapura dapat dilakukan

dengan sederhana.
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